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BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264
ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020,
ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan
daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah bupati
terpilih dilantik;

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan
daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima| tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

" Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Republik Indonesia
Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);



10,

Undang-Undang Nemeor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Republik
Indonesia Nomor 4438,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 470Q);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Republik Indonesia
Nomor 4725) secbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 |Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Republik
Indonasia Nomor 6373);

Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang
Permnbentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomot 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 63938];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerntaban Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembatan Negara
Republik Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimmana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
(lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambghan [embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5941},

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Republik
Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10},
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2036) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daecrah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);



21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

22, Peraturan Menteri Dalam RNeged Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

23, Peraturan Daerah Provinsl Lampung Nomor 6

24.

a5.

26,

T
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Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Peerah (RPJPD) Provins! Lampung Tehun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahar Lembaran daerah
Provinsi Lampung Nomor 6);

Peraturant Daerah Provinsi Lampung Nomor 1
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provingli Lampung Tahun 2009-2029
{Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan iembaran daerah Provinsi
Lampung Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor
12 Tahun 2019 (Lembaman Daerah Provinsgi
Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan
Lembaran daerah Provinsi Lampung Nomot 12);
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jatigka
Menengah Daerah (RPJMDj Provinsi Lampung Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019 Nomer 13, Tarmbahan Lembaran daerah
Provinsi Lampung Nomor 13},

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Noraor 23
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2405-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2011 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Fesawaran [Lembaran
Daerah Xabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomeor
18, Tamhahan Lembaran daerakh Kabupaten
Pesawaran Nomor 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor &
Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran daerah
Kabupaten Pesawaran Nomeor 81);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah dacrah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat Dacrah yvang berkedudukan scbagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesawaran,

7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah.

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan vang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia,

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan  didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu.

-Ul
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Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses
pemantavan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebljakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan
keuyangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis,
efisien, dan efektil.

Sistemm Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu Xesatuan
tata cara perencanaan pembangunan uniuk menghasilkan sencana-
rancana pembangunan daiam jangka panjang, jangka menengah.dan
tahunan yang dilaksanaksn oieh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan daeral.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dasrah Kabupaten Pesawaran
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanzan daerah
untuk periode 20 {dua puluh) tahun,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dac¢rah Kabupaten
Pesawaran selanjumya disingkat RPJMD adalah dJokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disingkat
Rencana Kerja Pemerintah Pacrahi (RKPD] adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-PD
adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5
{lima) tabun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Ketja
Perangkat Da¢rah [Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk priode 1 (satu) tahun yang memuat kebijjakan, program
dan kegiatan pembangunan haik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional selanjutnya
disingkat RPJPN adalah dikumen perencanaan nasional untuk periode
20 {dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka DMenengah Nasional selanjutnya
disingkat RPJMN adalah dikumen péerencanaan nasional untuk
periode S (kma) tahun.

Rencena Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan pemabungan nasional untuk periode 1 {satu) tahun.
Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi dan program prioritas
Presiden dan Wakil Presiden terpilih vang dicanangkan semenjak
kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.

Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden
sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam
upaya meéningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka menmgkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah selanjutnya disinglkat APBD
adalah rencana keuangan tshunan yang ditetapkan Jengan Peraturan
Daerah.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah
untuk menentukan sumber-sumber dana vyang digunakan dalam
pembangunan, optimalisasi  penggunaan  sumber dana dan
peningkatan kualitas Deilanja dalam memblayal penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati
seTta target pembangunan nasional.




24, Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antare kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang yang ingin dicapai di
masa datang dengan kondisi il saat perencanaan dibuat.

25. [su Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedépankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena
dampaknyva yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemetintahan
Daerah di masa yang akan datang,

26, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yeang diinginkan pada
akhir periode perencanaar.

27. Misi adalah rumusan wumum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

28. Tujuan sdalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu § (lma) tahunan.

29, Sasaran adalabh rumusan kondisi yang mengggambarkan tercapainya
Tujuan, berupa hasil pembangunan Dzerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (oiufcome) program Perangkat Daerah,

30. Stratep] adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
sehagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran.

31. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
unmik menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi s strtaegis Daerah/Perangkat Daerah vang
dilaksanakan secara bartahap sebagai penjabaran strategd,

32, Prioritas  Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang dilakssnakan secara bertahap untuk
mencapai sasaran RPJNMD.

33. Program Pembangunan Daerah adalah Program Strategis Daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerahh sebagai instrumen arah
kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

34. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat
Musrenbang adalsh forum antar peroangku kepentingan dalam rangka
menyusun réencana pembangunan daerah.

35. Kajian Lingkungan Hidup Strategis selanjutnya disingkat dengan
KLHS adalah rangkaian analisis vang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatlf untuk memastlkan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan  telah  menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana, dan/atau
program.

BABII
KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dar visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang wmemuat tujuan, sasaran, sivategi, arah kebijakan,
pembangunan daerah dan kenangan dasrah, serta program Parangkat
Daerzh dan lintas Perangkat Dacrah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifal indikatil untuk jangka waktu $ (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN,

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman daiam
Penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daergh.




BAB I

SISTEMATIEA RPJMD
Pazal 3
(1) RPJMD sebagaimana dimseksud dalam Pasal 2 disgjikan dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB1 : PENDAHULUAN
BAB Il : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BABII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB ¥V : VISI, MiS], TUJUAN DAN SASARAN

BAB V1 . STRATEG!, ARAH KEBLJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB Vi : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

BAB Y[ : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERALI

BAB IX : PENUTUP

(2) Dokumen RFIJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pazal 4

(1) Bupati melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap
tabhunnya.

i2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

BAB V
PERUERAHAR RPJMD

Pasal &
(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila;

a. Sisa masa berlaku RPIJMD kurang dan 3 tahun.

b. Terjadi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonoemi, konflik
sosial, gangguan keamanan, pemekaranh daerah atau perubahan
kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimeksud pada ayat (1) menjadi
pedoman perubahan RKPD dan perubahan renstra Perangkat Daerah.




BAB VI
PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 2 ety

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 2f Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KAB;'PATEN PESAWARAN
K{ EWANGSA

LEMBARAN D KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 91

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 0©2/1120/FaW /2021



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada
pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijjakan pembangunan
dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (1) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
dan (i) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

Sesual amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang
RPJMD ditetapkan paling 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih
dilantik.

RPJMD Tahun 2021-2026 disusun selain berpedoman pada
dokumen RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025, juga
memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW,
mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Lampung serta RPJMN.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan
RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substansif.
Pendekatan Proses meliputi pendekatan teknokratik; politik;
partisipatif, atas-bawah (fop-down), dan bawah-atas (bottow-up).
Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif;
dan spasial.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaam pembangunan
Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
Daerah. Pendekatan paritisipatif adalah dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan
menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke
dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah vang
dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-
atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam
musyawarah pembangunan yang dilaksanakan dari Desa, Kecamatan,
Daerah Kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan
Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan



unsus/bagian/kKeglatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor
potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling
berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanaekan
dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses
terpadu dan fokus yang jelas dalam uypayz pencapaian (ujuan
pembangunan Daerahk, Pendekatan spasial dilaksanakan dengan
mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.,

Penyusunan RPJMD dilakukan melatui berbagai tahapan yaitu:
persiapan panyusunan, psnyusunan rancangan awal, penyusuanan
rancangan, ptlaksanaan musrenbang, perurmusan rancangan akhir,
dan pepetapan, dimana setizap tahapannya dengan melibatkan
stakeholders dan pemangku kepentingan.

Keberhasilan  dan implementasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tehun 2021-2026 sangat
tergantung dari komitmen bergsama antara pemangku kepentingan di
Kabupaten Pesawaran.

I.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas
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PENUTUP

9.1 Pedoman Trangigi

RPIJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 menjadi pedoman
penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala
Dasrah dany Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemulihan umum kepala daerah
jpemilukada) pada pericde berikutnya. Hal ini penting untvek menjaga
kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah REJMD
berakhir. Adapun KUA/PPAS berpedoman pada RKPD sebagai landosan
penyusunan RAPBD setiap tahun anggaran. Pedoman transisi dimalcsud
antara lain bertujuan menyelesailtan masalah-masalah pembangunan yang
belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan
masaleh-masalgh pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pcrtama
masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa trangisi merupakan
tahun pertama dan bagian yvang tidak terpisahkan dari RPIMD dari Kepala
daerah dan wakil kecpala ducrah terpilih hasil pemilukada pada periode
berikutnya.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD mecrupakan penjabaran daci visi, mis{, dan program lkepala daerah

dan wakif kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setap

Chrganisasi Perangkat Daerah dalam menyisun Renstra Perangkat Daerah

serta menjadi pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal

tersebut dalam bagian ind, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

A. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha. berkewajiban
untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-
baikniya;

B. Perangkat Daerah berkewajiban umtulk menyusun rencana strategis
yang memuat visi, misi, tujuan, sirategi, kebijakan, program, dan
kegialan scsuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat
Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerch
getiap tahun;

C. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD
dengan Renstra Perangkat Dacrah;
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D. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda
berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD
ke dalam Renstra Perangkat Daerah;

E. Bupati Pesawaran selaku kepala daerah menginstruksikan jajarannya
untuk mempublikasikan dokumen RPJMD Kabupaten Pesawaran
Tahun 2021-2026 kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk
kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran,
mengingat dokumen RPJMD merupakan dokumen yang masuk sebagai
kategori informasi publik sesuai dengan amanah Undang -Undang Nomaor
14. Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Pasal 371 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku,
tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai

dengan peraturan menteri.

Demikian, penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran
menjadi RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 dan diharapkan
dapat mewujudkan “Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan
Masyarakat yang Produktif.”
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